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Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untukrmengetahundan mendeskripsikan pr ses pelaksanaan
kebijakan program alokasi dana desa™di Desa Sejegi KeCamatan Mempawah Timur Kabupaten
Pontianak. Judul skripsi |n|_rdrangkat berdasarkan permasalahan yarTg ada dalam proses pelaksanaan
program alokasi dana dg,sa' Pelaksanaan Program tersebut mengacu pad”“Peraturan Bupati Pontianak
Nomor 6 Tahun 201Q-tentang petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. ‘~-‘.
Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa merupakan*keading Sector
dalam proses, pe‘l’aksanaan rogram Alokasi Dana Desa, dari hasil penglitian me uhjukkan bahwa
proses pelaksanaan progra  alokasi dana desa tersebut belum berjalan ‘dengan  baik dikarenakan
kurangnya kepatuhan-para implementor:terhadap tugas da.n fungsi yang tertera didalam Per.aturan
Bupatf’Pontlanak Nomor 6t hun 2010.
Kufangnya pengawasan Pe erintah Kabupaten dan Kecamatan membuat proses pelaksanaan program
tersebut menjadi-kurang optimal. Sementara Pemerintah, Desa yang melaksanakan kebijakan tersebut
belum melakukan sosialisai yang baik kepada masyarakat sehlngga dari apa yang .ihasilkan kura[hg
gnyentuh masyarakat.
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Thesis writing is intended t  identify and dé&crl &ﬁhe rocess of policy implement tion programs in
the allgcation of village fun s Sejegi Village'Bis y(ft East Mempawah Pontianak regency. The title of
this thesis was appointed based on the existing pr@blems in the implementation process of the'village
fund allacation program, implementation of the pFegram refers.to Pontianak decree No. 6 ofi2010 on
the Implementation of Village Fund Allocation instructions.

District Goyernment, District Government, and the Government of the village is in the; process of
|mplementa¥!9n of the Lea ing Sector Allocation Village Fund program,' the results.of the study
indicate that the process of implementation of the village fund allocation program | iS not running
properly due toylack of compliance with the implémentor of the duties and functrons stated in
regulation RegentéPontlana No. 6 in 2010.

Lack of supervisior=of the district and sub-district to make the process of_rmplementatlon of the
program would be less than ‘Optimalk.\hile the village governmentsis implementing the policy has not
done a good socialization to the communlty, so that the resultlng lack of what touches people.

His key words: public policy, Impplementasi Public Policy, Rural Fund Allocation
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A. PENDAHULUAN Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
1. Latar Belakang Masalah adalah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1. Menanggulangi kemiskinan dan

tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah mengurangi kesenjangan.

telah menetapkan Peraturan  Pemerintah 2. Meningkatkan perencanaan dan

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dimana penganggaran  pembangunan  ditingkat

dalam Peraturan tersebut telah disebutkan dan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

diatur mengenai proses pembentukan dan . 3. Menlngkatkan pembangunan infrastruktur

perubahan status Desa, kewenangar;.-’ﬁesa perde§gan

penyelenggaraan Pemerlplaﬁan Desa, 4, Menlngkatkan\ _pengamalan  nilai-nilai

Peraturan Desa, perenc" anaan pembangunan “keagamaan sasial budaya dalam rangka

Desa, kerja sama“sampai kepada pembinaan mewujudkan penmgkatansqsml

P :
dan pengawasan yang, “dilakukan olen 5. Meningkatkan ketentraman dah..ketertlban

Pemerirm‘ah Provinsi_dan  Kabupaten.Dalam masyarakat y

penyelenggaraan:Pemerintahan Desa terdiri 6. Menlngkatkan pelayanan' pada masyara‘kat

d,"éri Kepala Desa dan Perangkat Desa dan _ . ' Desa dalam rangka pengembangan

B?ﬂan Permusyawaratan D sa (BPD). Upaya —— = yegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

ingkatan kemampuan Pemerintah Desa f_‘ 7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan

dalam menyelenggarakan urusan ,_ gotong royong masyarakat. . ,
Pem!erlntahan yang menjadi kewenangan D '1 3

serta’} untuk meningkatkan, pelayanan déh

!
Meningkatkan pendapatan Desa ’dan

. masyarakat Desa melal i Badan Usaha
pembefdayaan masyarakat Desa, maka salah - Milik Desa (BUMDes).

S ﬁ{ogram yang  diimplementasikan l"' Tata cara pencairan D na Desa tersebut

Pemerlnta‘h Kabupaten Pontianak yang dlmulal dilakukan  dengan  beb rapa / tahapan

¥

sejak tahun 2907 sampai sekarang adalah
berupa AIokasl'-Dana Desa . (ADD). Alokasi
Dana Desa (A’QD) di aksudkan ' untuk

. T
membangun  kemandirian.,_Desa  dalam

~diantaranya sebaga'f berikut :

-

1. ;Pencairan Dana Desa disalurkan melalui
rekening Pemerintah ,,.fl’Jesa atas nama
Kepala Desa-dan Bendaharawan Desa pada

melakukan kreasi dan inovasi melalui Bank yang ditunjuk.

musyawarah ~ Desa  dengan  melibatkan 2. Pencairan Dana Desa disalurkan secara

partisipasi aktif seluruh masyarakat Desa. bertahap :

Berdasarkan Peraturan Bupati a. Tahap | sebesar 60%
Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang b. Tahap Il sebesar 40%
Irman Riswandy Page 441

Program Studi llmu Pemerintahan FISIP Untan



3. Pencairan tahap Il dapat dilakukan apabila

dana telah terealisasi penggunaannya
minimal 80%.
Alokasi

diperoleh

Dana Desa (ADD) vyang
oleh Desa Sejegi Kecamatan
Mempawah  Timur Pontianak
adalah sebesar Rp.122.989.685. namun dari

hasil penelitian pendahuluan (pre survey),

Kabupaten

permasalahan yang berkaitan dengan e[_oses“r

pelaksanaan program Alokasl_,,rDaﬁar Desa
(ADD) tersebut menupjw('gg bahwa dalam
proses pelaksanq@nﬁ’r%gra Alokasi
Desa (ADD),_»téﬁihat kurang menyentuh dari

apa yang dlharapkan oleh’ masyarkat di, Desa

Dana

Sejegl Kecamatan® Mempawah Tlmur
I{Abupaten Pontianak, pr ses musyawarah
ddlam rencana.pembangunan Dana Desa
teHsebut juga dilakukan dengan hanya
meﬁlgundang pihak tertent saja, selain itu
IamQatnya proses pembuatan  Lapoon
Pertanggung Jawaban (LPJ) juga sang
mempgngaruhl keberlangsu gan dalam proseé
pelaksanaan program Alokasi Dana Desa
(ADD) tes§ebut
Meru‘tlk

pendahuluan, ‘maka masalah tersebut menarik
.

pada _hasil
dan penting untuk diteliti ‘yang" dituangkan
kedalam Propose{l."«..b_erj_u_dul Implementasi
Program Alokasi Dana De»z; di Desz Sejegi-
Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten
Pontianak.

2. Perumusan Masalah
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"“bagaimana proses

~ Kabubaten Pontianak dalam rangka
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Perumusan masalah dalam penelitian
ini adalah “Bagaimana Proses Implementasi
Program Alokasi Dana Desa di Desa Sejegi
Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten
Pontianak ?”

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah

dan

untuk  mengetahui mendeskripsikan

Implementasi  Program

Aloka5| Dang Desa (ADD) di Desa Sejegi

Kecamatan Meﬁ']‘pa.wah Timur Kabupaten

Pontianak. .

-
=
e
N

4. Manfaat Penelitian
~'Sebagai bahan - masukan “Bagi_ pihak
Pemérintah Kabupaten Pontianak, kh‘ﬁéu,gnya
Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Tifﬁyr
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang
lebih baik. Selain itu, sebagai upaya untuk |
mperkaya dan menambah pengefahuam’

i oritik sehingga dapat berguna di bldaan

l),f Fakademik. Y

i
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B. KAJIAN TEORIDAN ‘ETODQLOGI
1. Kajian Teori

Dalam kamus bahasaralndonesm
kebuakan dlartlkan sebagal rangkaian
konsep' pokok dan asas yang menjadi
garis besar dalam- r‘i;elaksanakan suatu

= kEpanir'rmi‘nan dan cara bertindak.
Menurut R. Dye (dalam

Santosa,2009:27)
sebagai

bertindak atau tidak bertindak. Adapun

kebijakan  publik

pilihan Pemerintah  untuk
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# kelompok .

o

T
r
|

1

‘q

menut pendapat Tilar dan Nugroho
(2009:184), publik

merupakan keputusan yang dibuat oleh

kebijakan

Negara, khususnya Pemerintah, sebagai
strategi untuk merealisasikan tujuan
dari Negara yang bersangkutan.

Study Implementasi Kebijakan pada

dasarnya mengarah pada  proses
pelaksanaan dari suatu kef"i.jﬂka”?"r-“‘"

Menurut Donal S. Van Meter"' dan Carl
E. Van Horn (da[gnfr‘\Nldodo 2008:86)
adalah |mpleﬂ‘fenta5| menekankan pada
suatuf,ttﬁﬂakan, baiw. yang dilakukan

Pemerintah,” indovidu

yang
tujuan-tujuan yar‘ig.

oleh” “, atau
o .

diarahkan  uituk
mencapai telah

ditetapkan dalam suatu
sebelumnya. Selanjutnya,
2008: 86)

|mplement

kehijakan
(dalam  Widodo,
batas n

Jones
merumuskan

4 sebagai proses penerimaan sumber da

!tambahan sehingga dapat menghltung‘a'
apa yang harus dikerjakan.
«tMasyarakat

m rupakan  target

grou‘g‘(‘ian suatu kebij_akang
diharapkan dapat ikut . serta dalam
pengimp}e‘mentasian statu kebijakan.

y dan Sabatier

Menurut  Mazmanian

keputusan -

yang. _

f

(dalam Widodo:2008:87) mengatakans—

bahwa hakekat utama implementasi
kebijakan adalah memahami apa yang

seharusnya terjadi sesudah suatu

program dinyatakan berlaku atau
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mengemukakan

dirumuskan.Edward
Widodo:2008:29)
faktor

(dalam
empat yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan dalam
implementasi kebijakan, yaitu
Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi,
dan Struktur Birokrasi. Hal lain

diungkapkan oleh Lineberry (dalam

_Putra, 1984:81) dal m mengungkap

implementasi
terdapat EMpgt faktor yang perlu
diperhatikan terhé'de.p_ keberhasilan atau

kegagalan impleme.fasi\_ kebijakan,
santara  lain :Pembentul?”an_ Unit
Organisasi  atau,  -taf Pel:’aikqgna,

Penjabaran Tujuan dalam berbagai

aturan pelaksana (Standard Operatipg

b

fia

Procedures/SOP),Koordinasi berbagai

sumber dan  pengeluaran pada

kelompok sasaran serta pembaglan
tugas diantara  badan pelal;lsana,
Pengalokasian sumb r-sumber , untuk
mencapai tujuan.Berdasarkan’j hasil
observasi (Pra Survey, maka peneliti
menilai untuk menggunakan salah satu
atau dalam

model pen ekatan

implementasi kebua!gan publik yang
_olen”
naﬁti‘nyz; aT<an dijadikan sebagau pisau
analisis penelitian ini.

diutarakan ineberry  yang

Berkaitan dengan program Alokasi
Dana Desa, dimana semua kegiatan

yang alokasi dananya harus dibicarakan
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melalui forum musyawarah
perencanaan pembangunan desa. Maka
tujuan utama kebijakan Alokasi Dana
Desa (ADD) berdasarkan Surat Edaran
Menteri  Dalam  Negeri ~ Nomor
140/640/SJ Tahun 2005 adalah :
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sampling merupakan penunjukan informan
secara sengaja. Dimana informan tersebut
dianggap mengetahui tentang apa yang
menjadi objek penelitian. Adapun yang
menjadi subjek penelitian ini adalah
Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Camat

1. Meningkatkan penyelenggaraan Mempawah Timur, Kepala Desa Sejeqi,
Pemerintah Desa dalam Ketua Badan Permusyawaratan Desa
melaksanakan pelayapar™ = “(BPD), Lembaga Pemberdayaan

Pemerintah, pembapgufian  dan
kemasyaraka't:gwf’"r;suai dengan
kewene}.r]gefﬁnya.
2. Un‘t_,ulfﬁlweningkatakan kemampuan
v,»‘fémbaga kemasyarakatan di Desa

g dalam . perencanaan, pelaksahaan

'
&

Masyarakat Desa (LP .D), Kelompok
Masyarakat af‘DesgSejegi.

' Teknik pengurﬁ'ptdg_n data dalam
penelitian: _/fini menggﬁhalgan teknik
Wawancara, Observasi, Doktmagn atau
‘.Dokumentasi.SeIanjutnya untuk fﬁenguji

¥ | dan  pengendalian pembqnguhan * keabsahan data, maka penéliti
!! secara partisipatif sesuai deﬁgan 'E_. ' nllé'nggunakan teknik triangulasi. p
’ potensi Desa. i C. PROFIL PROSES | PLEMENTASI |
.,| 3._Meningkatkan pemerataan k 1 PROGRAM ALOKASI DANA DESA
!5 pendapatan, kesempatan beke;'zi - 1. Pembentukan Unit Organisasi atau ['Staf
'. dan kesempatan berusaha bagi ﬁ X [ Pelaksana r;
'.",: masyarakat Desa. ‘3‘ v’;v Al Seperti yang  diumgkapkan ;' oleh
:1;, Untuk mendorong  peningkatan Il" Lineberry bahwa dalam proses

i
ﬁ1partisipasi aktif dan swadaya gotong

r‘b‘{ong masyarakat.

2. Metodé"E;eneIitian

Penelitian-:j{li termasuk jenis penelitian
Deskriptif.Moleong, (2010:11) data yang
dikumpulkan berupa kié—?(ﬁa,'g‘jan'rbar,‘g
dan bukan angka-angka.

Subjek dalam penelitian ini
menggunakan teknik penelitian purposive

sampling.Bungin  (2010:53)  purposive

Irman Riswandy
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implementasi program Alokasi Pana Desa
_.~"(ADD) sangat ditentukan oleh

Pembentukan Unit Organisasi atau Staf

' Pelaksana. 4

¥

Sebagaimang h,asiHémuan yang didapat

mmmolefipeneliti selama melakukan penelitian,

maka dalam proses penyusunan kebijakan
Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten
Pontianak berdasarkan surat keputusan
Bupati Pontianak Nomor 109 Tahun 2012
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membentuk beberapa Tim yang terdiri dari
:Tim Perumus, Tim Monitoring, dan Tim
Asistensi. Tim tersebut merupakan Leading
Sector terhadap kebijakan Alokasi Dana
Desa, namun dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya tersebut belum dapat
terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan

tidak tersedianya dana untuk melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan program"f

Alokasi
menyebabkan penga\yasan yang hendaknya

Dana Desa tersd;:ut “sehingga
dilakukan Ianggurfg di Desa tidak berjalan
sesuai deagﬁn apa yang diamanatkan di
dalam surat keputusan Bupati Pontianak
Nofnor 109. Tahun

A

Pemerlntah Desa selaku Tim Pelaksana

2012. Selanjutnya

. dan
-
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dijelaskan  dalam  aturan  petunjuk

pelaksana.

2. Penjabaran Tujuan Dalam Berbagai
Aturan Pelaksana (Standard Operating
Procedures/SOP)

Menurut Lineberry penjabaran tujuan
dalam berbagai aturan pelaksana atau SOP
merupakan penerjemahan maksud-maksud
kedalam

tujuan-tujuan  Legislatif

atu}a"ﬁ'ope(gsional terbaik untuk digunakan

_oleh pelaksan?atag implementor.

Pelaksanaan program Alokasi Dana
Desa yang mengacu pada I5'e¢a_turan Bupati
Pontianak Nomor .6: Tahun 2010, tentang

F;etunjuk Pelaksanaan-Alokasi Dankéf'pesa

“yang mencantumkan tugas pokok dan

‘! program“Alokasi Dana Desa juga belum fungS| dari masing-m _sing pelakszya

S

’{dapat melaksanakan tugas pokok ' dan program tersebut agar dapat dijadikan

Berdasarkan
6
'Isahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana.g‘n
AIQkaS| Dana Desa, maka Pemerintah Deséz
dalam

",,fungsinya baik.

\aeraturan Bupati Pontianak Nomor

dengan

pelaksanaan  kegiatan tersebut

diwaj}k_;kan untuk  melakukan kegiatan

=

i

|

1

i

muyaw'é'lﬂh yang melibatkan selufuh . _

elemen m'ésyarakat. Namun, selama
peneliti melak,ukan penelitian“secara lebih
dalam mengungkapkan bahwa musyawarah
yang dilakukan hanya mehbatkan‘b'ébemp&
elemen masyarakat saja, tindakan yang
dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah
mencerminkan suatu tindakan yang tidak

baik dan melanggar prosedur yang sudah

Irman Riswandy
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1

»

l ‘ lebih  dalam,

]
v,f #* Bendaharawan Desa adalah membuat

sebagai pedoman atau car bertindak l
Setelah peneliti melakukan penehtlan
maka tugas danipada
Laporan Pertanggung J waban 'ferhadap
pelaksanaan kegiatan Alokasi E}ana Desa,
namun ke-nygt_aqn dila anga’n Laporan

Pertahggung Jawaban terseptit dikerjakan

'oleh Kepala Desa, denQ’an keterbatasan

yang dimiliki [ngmbuéit laporan tersebut

wsemengdapat Koreksi di ti gkat Kabupaten

sehingga mengganggu proses
pembangunan yang dilakukan.
Selanjutnya, tugas dan fungsi Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah
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sebagai pelaksana kegiatan Alokasi Dana
Desa, namun setelah melakukan kegiatan
wawancara bahwa lembaga tersebut tidak

melakukan tugas pokok dan fungsinya,
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dengan orang-orang tertentu saja tindakan
tersebut mencerminkan  suatu tindakan
yang tidak baik, jika dalam proses

perencanaan pembangunan hanya

dimana yang mengerjakan  program melibatkan orang-orang tertentu saja maka

tersebut langsung dibebani kepada Dusun tidak akan bisa menjangkau ide-ide

yang mendapatkan Dana Desa. kemudian tidak bisa menjangkau swadaya
masyarakat, sehingga membuat masyarakat

3. Koordinasi Berbag i Sumber _dan J“‘"':‘;.[anjadi cuek, tidak ped li, dan acuh tak

Pengeluaran Pada Kelompokjrgasaran acJﬁ‘."‘--,_

Serta Pembagla[y'T ugas Di Antara

Badan Pelaks&na

Koordmém merupak.n suatu tindakan

Selain itu?'ben‘gawasan Tim yang telah
dirumuskan didalar-h"\_Surat Keputusan
Bupati Pontianak Nomor 109 Tahun 2012

yang i Wajlb dilakukan,  Lingberry juga belum pernah dilak kan, b@qltu pula

meﬁgatakan bahwa koordinasi merupakan dengan Tim  tingkat ecamatan yang

rsualtu tindakan yang dllakukan oleh ’sebagal Tim Pengawas™ juga beIU‘m

"I Implementor kepada Target Group dan — ' rpélakukan pengawasan Iangsu'!wg

%pengembangan tanggungjawab dari bagian- s kelapangan, hal tersebut__menunjukkan

. i
\bagian dalam agen dan antara agen dengan k bahwa tidak adanya koordinasi yang balk

&

agen yang terkait. ;»5 Ln 1 - mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan

4 Setelah peneliti melakukan penelltl ‘ dan Desa dalam melaksanakan prggram
"

sedgra lebih dalam dan dengan kajian temﬁ L’,f #°¥ Alokasi Dana Desa tersebut. y

yang. diutarakan oleh Lineberry, maka |.! 4. Pengalokasian Sumber- Sumber’ Untuk

dapat\ dijelaskan b hwa  lemahnya Mencapai Tujuan J

¥y

koordinlaﬁi yang dilakukan Pemerintah. _ _ . Menurut  Lineberry, pengalokasian

Desa m'é.t_pbuat pembangunan  yang sumber-sumber  untuk mga,n'capai tujuan

dihasilkan Kurang menyentuh + harapan " merupakan pengalokasiar_l’étau penempatan
. 4

masyarakat. Hak., tersebut disebabkan sumber-sumber:dgya:ur'ituk menyelesaikan

bahwa sebagian besar Masyaraka't tidak ~-—utau”méngatési dampak kebijakan. Jika
mengetahui dan tidak pernah diundang atau para pelaksana kebijakan yang
dihadirkan dalam merencanakan bertanggungjawab untuk melaksanakan

pembangunan dengan menggunakan Dana kebijakan  tersebut kurang memiliki

Desa tersebut, koordinasi dilakukan hanya sumber-sumber daya untuk melakukan
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pekerjaan secara efektif, maka proses
pelaksanaan program tersebut juga tidak
akan berjalan secara efektif.

Setelah peneliti melakukan penelitian
secara lebih dalam dan dengan kajian terori
yang diutarakan oleh Lineberry maka dapat
dijelaskan bahwa pengalokasian sumber

daya manusia dan sumber daya anggaran

- i -
sangat mempengaruhi proses pelaksanaar

program Alokasi Dana Desa." Terbukti
berdasarkan Peratu'{gpf’ﬁapati Pontianak
Nomor 6 Tah‘un’72010 yang “seharusnya
mengerja(l@ﬁ'l Laporan Pertanggung
Jawabaﬁ‘ tersebut adalah Bendaharawan
I‘:)eé;, namun kenyataan di lapangan 'yang
jvmengerjakan laporan tersebut ' adalah
"i Kepala Desa. selain itu,seharunya )./'a\_ng

’ melaksanakan Dana

';‘Desa
Eemberdayaan Masyarakat Desa, nan-_u?%f

program Alokasi

tersebut adalah Lembaga
k"anyataan dilapangan yang mengerjak.Q

prvd,gram tersebut adalah penduduk Fa'-,,-.
sedaqgkan LPMD dalam pelaksanaan

progrz;(n tersebut tidak berada di lokasi

S

=

i

P

)
i

l 1
|
i

|
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Pemerintahan Desa membuat proses

pengawasan dan bimbingan hingga saat ini

belum bisa dilakukan secara maksimal.
Selain sumber daya manusia yang

mempengaruhi proses pelaksanaan
kegiatan Alokasi Dana Desa, maka hal lain
yang mempengaruhi adalah sumber daya

anggaran. Dana Desa yang diperoleh oleh

‘”"*a..,pesa Sejegi Kecamatan ‘empawah Timur

Kabtipaten, Pontianak ta un 2012 adalah
,sebesaer.lEﬁ'BSQZGSS, namun biaya yang
diberikan terbilané\"cu,; up Kkecil.Dusun
Galaherang terdiri atas Ii.m‘a*(?) RT, Dana
Desa yang di alokasikan -epadéf"R]’_ paling
‘.b'esar Rp.10.087.000,Dengan Dar;é"ersa

" yang' terbilang kecil t_.rsebut tentuﬁ‘ya

sangat tidak memungki kan Masyarakaﬁ

Desa dapat melakukan proses

pembangunan dengan baik, sehingga

‘ !
. sangat diharapkan upaya " peningkatan
lf pemberdayaan masyarakat Desa .fdapat

¥ berbanding lurus dengan jumlah Alokasi

Dana Desa yang diperoleh, agaf sesuai

dengan tujuan daripada kebijaksan Alokasi

pengerj'é%mya, selanjutnya unj[uk ' { = Dana.Desa _’[ers;ebgt. _,-'
mengawas"r..\ proses pelaksanaan Alokasi : D. SIMPULAN, IMPLI%ASI, DAN
Dana Desa, % maka tingkat" Kabupaten SARAN r 4
membentuk Tir%"yangyemiliki tugas 1. Simpulan — /
pokok dan fungsinya adéﬁlr?mﬁmﬁnitomwgr— — "B‘erd'as;rkan uraian yang telah
dan melakukan kegiatan  bimbingan penulis kemukakan, maka peneliti
terhadap Desa berkaitan dengan program dapat menarik kesimpulan, sebagai
tersebut, namun dengan kurangnya jumlah berikut :
pegawai khususnya di Bidang
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Kurangnya elemen-
yang di

implementasi program Alokasi Dana

kepatuhan

elemen terlibat dalam

Desa terhadap Peraturan  Bupati
Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 dan
Surat Keputusan Bupati Pontianak

Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur

dan menetapkan tugas pokok dan

fungsi para pelaku kebijakan Alokasi
gst p p ] ,,-'rg

B
ﬂ,\l‘

o~

Dana Desa tersebut.

Lemahnya sg;nber daya manusia
dan sumbeﬁ/ daya anggaran sangat
mempené'aruhl keberhasilan daripada
prpSes pelaksanaan program Aloka5|
"Dana Desa. Kurangn a Jumlah pegawal
yang
membimbing Aparatur

i}
r bertugas mengawasx_ dan

melaksanakan pr gram tersebut

r
’1 mengakibatkan program belum berjalan
g dengan baik. Kemudian kecilnya da
.- desa yang diperoleh untuk keglat

proﬁ?s,

pembangunan juga belum bisa berjalan

pembangunan m  mbuat
dengan maksimal.
2. Impl“ri;‘z:m
Dlhﬁrapkan dapat duadlkan sebagal
bahan Pemerintah

masukan bagi

Kabupaten, ", Kecamatan dan
Pemerintah Desa dalam 1 melaksanakans—
program Alokasi Dana Desa yang dapat
mematuhi dan melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sesuai dengan

petunjuk pelaksana program tersebut.
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Selanjutnya, diharapkan dapat berguna

untuk  memperkaya  pengatahuan

kemampuan  teoritik dan  dapat
dijadikan sebagai referensi bagi pihak-
pihak yang berkepentingan terhadap
permasalahan yang sama.
3. Saran
Saran yang dapat penulis berikan
antara lain adalah sebagai berikut :
"'Anaratur
mensog“ah§a5|kan Peraturan Bupati
Pontianak NOPﬁQ_I:_ 6 Tahun 2010
tersebut, »agar dal.a%\ _pelaksanaan

tick,

lempar tanggungjawab. \“"r,_

.

Kabup ten  hendaknya

program - tersebut saling
2. Aparatur Pemerint_h-Kabupaten dan
~ Kecamatan hendaknya melakuka

terhad_ap

pengawasan Kinerja

Aparatur Pemerintah” Desa agar
‘ !

dalam pelaksanaan program tersrbut

lebih

terhadap tugas dan fungsinyas’

akan bertanggung’iawab

Sebaiknya Aparatur Pemerintah
Desa mensosialisasikan Dana Desa
tersebut “kepada masyarakat agar

'pembangunan yang dilakukan
sesuai dengan’ keinginan
masyarakat

—— 4'D|perlukannya pembinaan akan

Program Studi llmu Pemerintahan FISIP Untan

keswadayaan masyarakat terhadap
pelaksanaan program Alokasi Dana
Desa (ADD), untuk itu ke ikut

sertaan
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Page 448



Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
https://jurmafis.untan.ac.id

menyeluruh dapat menumbuhkan Hadi, Sutrisno. 1983. Metodologi Research.
rasa kesadaran dan tandaundiawab Yayasan Penerbit Fakultas Psicologi
gguing) UGM, Jogyakarta.

dalam pembangunan tersebut.

4. Keterbatasan Penelitian Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian
Kualitatif. Bandung : PT Remaja
Adapun keterbatasan  penelitian Rosdakarya.

yang dialami oleh peneliti selama Nazir, Mohammad. 2002. MetodePenelitian.

melakukan penelitian adalah : Ghalilia Indonesia, Jakarta.

L. Sulitnya mendapatkan data yang o Patton Quinn Michael. 2006. Metode Evaluasi

dikarenakan kesibukan Aparatur® "= Kualitatif. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

tids o selaly .
Pemerinth yang. HCg Putra.2001. "Paradigma Kritis Dalam Study
melayani peneluur _Kebijakan Pu‘b‘l-ik.\J_akart : PT. Gunung
2. Kurangnya keterbukaan informan Adgng, '"‘A.\_.
dalam hal ini “.Pemerintah Desa Santosa, Pandji. 2009. Ad}fﬁnj_strasiPublik,
_dalam membefikan informasi yang TeoridanAplikasi . Good  "@overnace.
r . Bandung: PT. RefikaUta a. N
#  berkenaan dengan Dana Desa. * " "
/3. Keterbatasan lai dirasakan oleh Soedjad| F.X. 2000.Marm® ep Sumber Diya
. e B0 Manusia, Lembaga Administrasi Negara
peneliti  sendiri yakni peneliti Jakarta !

Terry, Rue. 2009. Dasar-d sar«manajemen.

dikerjakan terseb t masih jauh dari k" ! Jakarta: PT Bumi Aksara. |
‘ |

a sempurna,  sehi gga dlharapkar] f ’]! ilaar, Nugroho. 2009. Kebijakan PendidII kan
2 dapat disempurnakan oleh penel@ 1‘ :Pengantar Untuk Mem hami Kebljakan
-

rq’
4
* menyadari bahwa hasil yang telah s
. L
"
}

lain .« Pendidikan y Dan
L KebijakanPendidikanSebagaiKebijakanPu
;! I.H blik. Yogyakarta: PustakaBelajar. /
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PeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2005
tentangDesa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa.
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Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 109
tentang Tim Besaran, Tim Asistensi
Tim Monitoring Alokasi Dan sa di
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